SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 76 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

Menimbang

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

. bahwa untuk terlaksananya upaya pencegahan dan

peningkatan perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di Kabupaten Serang, perlu adanya dokumen
perencanaan untuk megurangi luasan dan lokasi

perumahan dan permukiman kumuh;

. bahwa masih banyaknya perumahan kumuh dan

permukiman kumuh di Kabupaten Serang, perlu
dilakukan pencegahan dan pengurangan perumahan

kumuh dan permukiman kumuh;

. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Serang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh, perlu di atur lebih lanjut Rencana
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Mengingat . . .



Mengingat
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);

5. Peraturan . . .



Menetapkan
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah
dengan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 22 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6624) ;

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun
2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Serang Nomor 82);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran

Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN
DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BABI. ..



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Serang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Serang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Serang.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang
dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum
sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan
hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan
Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.

Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu
kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan,
penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan
Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan
dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan

dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

9. Penyelenggaraan . . .
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9. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
adalah kegiatan perencanaan, pembangunan,
pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya
pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem
pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi
dan terpadu.

10. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang
selanjutnya disebut RP2KPKPK merupakan dokumen
rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan
dan permukiman kumuh yang disusun oleh kelompok
kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berisi
rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi
untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.

11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan
Hukum.

12. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh
warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang
penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman.

Pasal 2

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK bertujuan untuk:

a. mengkaji kondisi faktual perumahan kumuh dan
permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk
profil kawasan;

b. merumuskan konsep Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;

c. merumuskan rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman
kumuh;

d. merumuskan. rencana Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;

e. merumuskan . . .



(1)

(2)

(3)
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merumuskan perencanaan penyediaaan tanah;
merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan

merumuskan peran pemangku kepentingan.

BAB II
RP2KPKPK

Pasal 3
Pemerintah  daerah  bertanggungjawab  menyusun

RP2KPKPK di Daerah.

RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

sistematika:

BAB I : pendahuluan

BAB 11 : Kajian Kebijakan Pembangunan
Permukiman Perkotaan

BAB III : profil Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh Daerah

BAB IV : permasalahan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh Daerah

BAB V : konsep Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh  dan
Permukiman Kumuh

BAB VI : rencana pencegahan terhadap tumbuh
dan berkembangnya Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh

BAB VII : rencana peningkatan kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh

BAB VII : rencana penyediaan tanah

BAB IX : rencana investasi dan pembiayaan

BAB X : rumusan pemangku kepentingan.

RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIII . ..



BAB III
PENDANAAN

Pasal 4
Pendanaan pelaksanaan RP2KPKPK bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

pada Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Desember 2025
BUPATI SERANG,

ttd

RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

ZALDI DHUHANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
LALU FARHAN NUGRAHA, S.H., M.H., M.Si
NIP. 19850415 201001 1 011




